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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Penegasan judul ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan 

dalam memahami makna yang terkandung di dalam judul skripsi 

ini, maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat 

dalam judul skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah ―Analisis 

Penerapan Sistem Akad Hybrid Contract Murabahah bil 

Wakalah pada Pembiayaan Griya Madani Ditinjau dari 

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada PT 

BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo)” Untuk itu 

perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul tersebut sebagai berikut:  

1. Analisis 

Analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan 

dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu yakni 

untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan 

hubungannya dengan keseluruhan.
1
 

2. Hybrid Contract 

Multi akad dalam bahasa Inggris disebut hybrid contract. Kata 

hybrid dalam bahasa Indonesia disebut dengan “hibrida” 

digunakan pertama kali sebagai istilah persilangan (hibridasi 

atau pembastaran) antara dua individu dengan genotipe 

berbeda. Kata “hibrida” dalam pengertian ini memiliki 

medan makna yang tumpang tindih dengan ―bastar‖ atau 

dalam bahasa keseharian biasa disebut blaster. Oleh karena   

itu, hybrid contract secara harfiah sebagai kontrak yang  

                                                             
1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), 244. 



2 
 

 
 

kontrak yang beragam. Hybrid contract dalam bahasa 

Indonesia disebut dengan multi akad.
2
 

3. Murabahah 

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank 

dan nasabah. Murabahah dalam konotasi islam pada dasarnya 

berarti penjualan. Hal yang membedakannya dengan 

penjualan yang lainnya adalah penjual dalam murabahah 

secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok 

barang terssebut dan berapa besar keuntungan yang 

dibebankan pada nilai tersebut.
3
 

4. Wakalah 

  Wakalah, atau biasa disebut perwakilan, adalah 

pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (muwakil) kepada 

pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas 

jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan 

tertentu dari pemberi amanah.
4
 

5. Pembiayaan  

  Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 

atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 

imbalan atau bagi hasil.5 

6. Fatwa 

  Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau 

tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum 

islam. Artinya adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi 

yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang 

diakui otoritasnya, disampaikan oleh mufti ulama, sebagai 

                                                             
2 M.H Adam, Panji, S.Sy., Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan 

Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Malang: Inteligensia Media 

(Kelompok Intrans Publishing), 2021), 85. 
3 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2012) 165. 
4 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep Dan Praktek Di 

Beberapa Negara (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 101. 
5 Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Pers, 

2012), 67. 
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tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan 

oleh peminta fatwa (mustafit) yang tidak mempunyai 

keterikatan.
6
 

7. Dewan Syariah Nasional (DSN) 

  Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang 

dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk 

menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan 

aktiitas lembaga keuangan syariah.
7
 

8. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

  Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah 

musyawarah para ulama, zu‘ama dan cendikiawan muslim 

serta menjadi pengayoman bagi seluruh muslim di Indonesia 

dan merupakan lembaga yang paling berkompeten dalam 

menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan 

yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat.
8
 

Berdasarkan uraian diatas adapun maksud dari skripsi ini 

yaitu untuk mengetahui, membahas serta mempelajari secara 

lebih mendalam penerapan akad hybrid contract murabahah bil 

wakalah pada pembiayaan griya madani dalam mekanisme yang 

dilaksanakan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam 

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan 

umum murabahah dalam bank syariah. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan keuangan syariah yang 

sangat pesat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. 

Lembaga keuangan syariah dituntut untuk dapat memenuhi 

kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk 

                                                             
6 Rachmat Taufik Hidayat, Almanak Alam Islam (Jakarta: Pusta Jaya, 2000), 

159. 
7 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 51. 
8 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

(Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama 

RI, 2003), 383. 
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inovatif dan lebih variatif serta sesuai syariah. Implementasi 

prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda utama dengan bank 

konvensional. Pada intinya prinsip syariah tersebut mengacu 

kepada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran 

dan Hadist. Islam sebagai agama merupakan konsep yang 

mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal 

baik dalam hubungan dengan sang pencipta (HabluminAllah) 

maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas).9 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hadir sebagai pilihan 

alternatif pemenuh kebutuhan masyarakat secara syariah dan jauh 

dari kegiatan ribawi sebagaimana yang ada di Lembaga Keuangan 

Konvensional (LKK).
10

 Lembaga Keuangan Syariah muncul 

dengan konsep dan sistem yang dapat menampung kebutuhan 

masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan resiko, yang 

mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam 

berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam 

menghadapi resiko.
11 

 Salah satu pilar penting untuk menciptakan produk 

keuangan syariah dalam memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat 

modern adalah dengan melakukan pengembangan konsep hybrid 

contract (multi akad). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu 

merespons transaksi keuangan kontemporer. Metode hybrid 

contract seharusnya sudah menjadi unggulan dalam pengembangan 

produk. Mabid al Jarhi, mantan direktur The Islamic Development 

Bank (IRTI IDB), sebagaimana dikutip Agustianto, pernah 

mengatakan bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah 

sebuah keniscayaan.
12

 

                                                             
9 Otoritas Jasa Keuangan (Online), s.v. "Prinsip Dan Konsep Dasar 

Perbankan Syariah", diakses 15 Desember 2021, Pukul 16.15 WIB, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-

Konsep-PB-Syariah.aspx. 
10 Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet-3 (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2009), 36. 
11 Arief Budiono, ―Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan 

Syariah,‖ Law and Justice, Vol. 2, No.1 April 2017, 55. 
12 Agustianto, ―Hybrid Contract Dalam Keuangan Syari‘ah,‖ diakses 21 

Februari 2022. Pukul 20.30 WIB, http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-

syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1?language=id. 
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Hanya masalahnya, literatur ekonomi syariah yang ada di 

Indonesia sudah lama mengembangkan bahwa syariah tidak 

membolehkan dua akad dalam satu transaksi (two in one). 

Larangan ini ditafsirkan secara dangkal dan salah, sehingga 

menyempitkan pengembangan produk bank syariah. Padahal, 

syariah membolehkannya dalam ruang lingkup yang sangat luas. 

Mengumpulkan dua akad atau lebih dalam satu 

kesepakatan atau transaksi sudah lazim digunakan di lembaga 

keuangan syariah. Pemahaman suatu nama akad yang dipraktikkan 

di keuangan syariah banyak yang berbeda dengan pemahaman 

secara fiqh muamalah. Misalnya, produk murabahah dalam 

perbankan syariah adalah penggabungan antara akad murabahah 

dan akad wakalah. Begitu juga dalam transaksi kartu kredit syariah 

terdapat akad ijarah, qardl, dan kafalah; dan masih banyak lagi 

yang lainnya.
13

 Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut 

dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang 

terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena 

semuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah dalam 

tulisan ini diistilahkan dengan hybrid contract atau dalam 

peristilahan fiqih muamalah kontemporer disebut dengan al-„uqud 

al-murakkabah. 

Walaupun mayoritas ulama membolehkan hybrid 

contract, ada batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu agar hybrid 

contract tersebut dibolehkan. Batasan dan syarat ini dimaksudkan 

agar tujuan syariah dalam muamalah tetap terjaga dan hybrid 

contract tidak dijadikan siasat kepada aktifitas ekonomi yang 

dilarang. 

Prinsip-prinsip dasar dalam Lembaga Keuangan Syariah 

diantaranya adalah prinsip titipan atau simpanan (al-wadi‟ah), 

prinsip bagi hasil yang meliputi mudharabah dan musyarakah, 

prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan istishna, 

prinsip sewa (ijarah) dan prinsip jasa yang meliputi wakalah, 

                                                             
13 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syari‟ah Di Indonesia (Jogjakarta: 

Gajahmada University Press, 2006), 38. 
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kafalah, hawalah, rahn, qardh, sharf.14
 Sebagian dari prinsip-

prinsip ini muncul di Lembaga Keuangan Syariah sebagai produk 

dari Lembaga Keuangan Syariah dengan nama yang sama atau 

mengalami perubahan. 

Diantara berbagai produk-produk yang ada di Lembaga 

Keuangan Syariah, produk murabahah merupakan produk yang 

masih mendominassi dibandingkan dengan produk-produk lainnya. 

Hal tersebut dikarenakan produk murabahah di Lembaga 

Keuangan Syariah relatif dapat menerapkan prinsip kehati-hatian 

yang ketat dan standar sehingga resiko kerugian sangat kecil, 

dibandingkan dengan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan 

kerugiannya sangat tinggi. Karena kelebihan tersebut Lembaga 

Keuangan Syariah cenderung menjadikan murabahah sebagai 

produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah
15

 

Bagi nasabah, akad murabahah merupakan pembiayaan 

yang tepat dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui 

pembiayaan murabahah, nasabah akan mendapatkan kemudahan 

mengangsur pembayaran dalam jumlah yang sesuai berdasarkan 

kesepakatan dengan pihak lembaga keuangan syariah, bagi 

lembaga pembiayaan murabahah merupakan akad penyaluran dana 

yang cepat dan mudah. oleh karena itu, murabahah menjadi salah 

satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan 

syariah kepada nasabahnya. 

Berikut data statistik OJK yang menunjukkan banyaknya 

nasabah pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan 

Syariah, baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah 

(UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Muhammad Syafi‘i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 83. 
15 Ah. Azharuddin Lathif, ―Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada 

Perbankan Syariah Di Indonesia,‖ Jurnal Ahkam Vol. XII, 2012, 69-70. 
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Tabel 1.1 Pembiayaan murabahah 

 

 
 Sumber : Statistik Perbankan Syariah, www.ojk.go.id

16
 

 

Dari data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan 

oleh OJK di atas dapat dilihat bahwa transaksi dengan akad 

murabahah di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah masih unggul dibandingkan 

pembiayaan lainnya. 

Fatwa DSN-MUI No.04/ DSN–MUI/IV/2000 

mendefinisikan murabahah sebagai aktifitas penjualan barang 

dengan mengkonfirmasikan harga beli kepada nasabah, kemudian 

nasabah membayar dengan harga keuntungan yang lebih tinggi. 

Jika ba‟i tidak memiliki barang (komoditi) yang dibutuhkan 

nasabah, maka ba‟i berkewajiban dalam penyediaan barang 

                                                             
16Statistik Perbankan Indonesia, 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---November-2021/SPS 

November 2021.pdf. diakses pada 22 Februari 2022, pukul 22.27 WIB. 
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nasabah tersebut dalam akad pembiayaan murabahah agar ba‟i 

dapat melaksanakan murabahah sesuai dengan pesanan, yaitu 

membeli barang/benda yang diminta nasabah terlebih dahulu dari 

suplier/pemasok, kemudian dijual ke nasabah dengan 

menggunakan harga pokok barang ditambah keuntungan yang 

diperoleh.
17

 

Seiring dengan berkembangnya sistem perbankan, 

produk pembiayaan murabahah dalam praktiknya mengalami 

modifikasi. Produk pembiayaan ini tidak hanya menggunakan akad 

pembiayaan murabahah, tetapi juga termasuk akad wakalah.  

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000 seorang 

muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap 

sesuatu yang di wakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat 

mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang 

diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang 

mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat 

diwakilkan menurut syariah Islam. Fatwa DSN Nomor 04 tahun 

2000 menyatakan bahwa penjualan yang menggunakan sistem 

murabahah, harus berdasarkan pada dasar adanya pembelian 

barang oleh pihak Bank dan atas namanya, kemudian setelah pihak 

Bank memiliki barang tersebut dan ada dalam tanggungannya, ia 

boleh melakukan penjualan kembali kepada pihak lain dengan cara 

murabahah, sehingga dengan itu kepemilikan barang tersebut bisa 

berpindah dari pihak Bank kepada pihak lain (pembeli/anggota). 

Artinya, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama 

bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
18

 

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sebagai 

kebutuhan utama manusia maka rumah diminati banyak orang 

terutama para pengantin baru. Namun harga rumah yang 

melambung tinggi menyebabkan jarang orang mampu membeli 

rumah secara tunai, sehingga membeli dengan angsuran, menyewa 

                                                             
17Ani Yunita, ―Problematika Penyertaan Akad Wakalah Dalam Pembiayaan 

Murabahah Pada Bank Syariah,‖ Varia Justicia 14, no. 1 (2018): 21–29, 
https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024. 

18 Dewan Syari'ah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 

Murabahah. 

https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2024
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atau bahkan menyicil membeli materi bangunan adalah alternatif 

yang dipilih. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam hal perumahan. 

Disinilah bank muncul menjembatani kepentingan pembeli dan 

penjual rumah dengan menawarkan fasilitas Kredit Rumah (KPR). 

Beragam bank menawarkan fasilitas KPR (kredit kepemilikan 

rumah), salah satunya BPRS Metro Madani. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani 

KC Jatimulyo merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat yang 

menggunakan prinsip syariah. BPRS Metro Madani Cabang 

Jatimulyo yang beralamat di Jl Senopati No. 99 Jatimulyo, Kec. 

Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, Lampung merupakan suatu 

tempat usaha mandiri terpadu yang memberi dukungan terhadap 

kegiatan perekonomian bagi masyarakat.  

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo menawarkan produk 

yang disebut dengan Griya Madani dimana didalamnya tidak hanya 

terdapat kredit kepemilikan rumah, akan tetapi mencakup 

pembelian materi bangunan dan pembelian tanah yang 

menggunakan akad murabahah bil wakalah (dengan pesanan). 

Produk yang menjadi unggulan di Griya Madani yaitu produk 

pembelian materi bangunan (renovasi rumah). Produk Griya 

Madani yang dijalankan oleh PT BPRS Metro Madani juga 

merupakan penggabungan dua jenis akad dalam satu kesepakatan, 

yaitu akad murabahah dan wakalah. Pembiayaan Griya Madani 

merupakan pembiayaan untuk pembelian rumah, pembelian tanah, 

maupun pembelian material bangunan.
19

  

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan, 

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo merupakan satu satunya Bank 

Pembiayaan Rakyat yang menerapkan prinsip syariah di wilayah 

Jati Agung, Lampung Selatan. Berbeda dengan Bank Pembiayaan 

Rakyat di kota Bandar Lampung yang sudah banyak menerapkan 

prinsip syariah seperti pada BPRS Kota Bandar Lampung, BPRS 

Mitra Agro Usaha, dan BPRS Kotabumi. Selain itu BPRS Metro 

                                                             
19 Tim Creative Bank Syariah Metro Madani, Buku Panduan Produk Jasa 

BPRS Metro Madani, 1st ed. (Lampung: CV. Laduny Alfatama (Penerbit 

Laduny) Anggota IKAPI, 2021), 3. 
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Madani KC Jatimulyo ini juga berada di lingkungan yang padat 

penduduk dan letaknya cukup strategis karena berada tepat 

diseberang pasar jatimulyo yang merupakan pusat perbelanjaan 

masyarakat disana, sehingga kemudian banyak masyarakat yang 

tertarik untuk melakukan pembiayaan. Akan tetapi mayoritas 

nasabah PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo tidak tahu tentang 

kehalalan produk murabahah bil wakalah yang diterapkan di PT 

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, pasalnya ketika nasabah 

datang untuk mengajukan pembiayaan mereka cenderung acuh, 

tidak ingin tahu akad apa yang mereka gunakan untuk 

pembangunan tersebut, yang terpenting adalah mendapatkan 

pembiayaan dengan cepat dengan proses yang mudah tanpa 

berbelit-belit, sehingga menjadi tugas PT BPRS Metro Madani KC 

Jatimulyo untuk memberitahukan secara jelas dan rinci kepada 

pihak nasabah mengenai akad yang akan dilakukan.  

Nasabah pembiayaan Griya Madani dengan sistem akad 

hybrid contract murabahah bil wakalah ini merupakan produk 

yang paling banyak diminati oleh nasabah, karena merupakan 

produk pembangunan rumah, yang dimana rumah merupakan 

kebutuhan pokok manusia. 

Hal ini dibuktikan dengan data nasabah aktif yang 

menggunakan produk murabahah di PT BPRS Metro Madani KC 

Jatimulyo. 

Tabel 1.2 

Data Nasabah Aktif Pembiayaan Murabahah 

Produk Jumlah Nasabah 

Pembelian Material Bangunan 
88 

Pembelian Rumah 
2 

Pembelian Tanah 
9 

Pembelian Motor 
9 

Pembelian Mobil 
1 
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Pembelian Barang Dagangan 
26 

Pembelian Bibit, Pupuk dan 

Obat Pertanian 
18 

Pembelian Hewan Ternak 
2 

Inventaris dan Alat Usaha 
- 

Total 
155 

 

Berdasarkan data diatas, nasabah yang masih aktif 

pertanggal 20/05/2022 di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang 

Jatimulyo dari total 155 nasabah pembiayaan murabahah, 88 

nasabah menggunakan pembiayaan griya madani pembelian 

material bangunan. Hal ini membuktikan bahwa produk 

pembiayaan griya madani pembelian material bangunan (renovasi 

rumah) merupakan produk unggulan di PT BPRS Metro Madani 

KC Jatimulyo.  

Pembelian barang yang dibeli dengan adanya penyertaan 

wakalah dalam pembiayaan murabahah di PT BPRS Metro 

Madani KC Jatimulyo dimaksudkan untuk memudahkan kegiatan 

transaksi antara kedua belah pihak. Alasan dari adanya wakalah 

dalam pembiayaan murabahah yaitu karena PT BPRS Metro 

Madani tidak memungkinkan untuk mengawal proses pembelian 

barang oleh nasabah. Jadi, wakalah digunakan sebagai perwakilan 

pihak PT BPRS Metro Madani dalam pemberian pembiayaan griya 

madani kepada anggota. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab keraguan 

masyarakat tentang hal yang menyatakan bahwa bank syariah tidak 

ada bedanya dengan bank konvensional. Maka dari itu perlu 

penjelasan dan kepastian terhadap pelaksanaan system murabahah 

bil wakalah apakah sudah sesuai dengan syariah serta 

pengaplikasiannya terhadap akad murabahah bil wakalah. 

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, 

dengan adanya dua akad dalam satu transaksi yaitu akad 

murabahah bil wakalah dalam produk pembiayaan griya madani 



12 
 

 
 

pembelian materi bangunan yang terbilang produk unggulan di PT 

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo maka penulis bermaksud untuk  

menganalisis apakah penerapan sistem akad hybrid contract 

murabahah bil wakalah pada pembiayaan Griya Madani (Renovasi 

Rumah) di PT BPRS Metro Madani sudah sesuai dengan Fatwa 

DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Untuk itu penulis 

bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Penerapan Sistem Akad Hybrid Contract Murabahah Bil 

Wakalah Pada Pembiayaan Griya Madani Ditinjau Dari 

Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada PT 

BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo)”. 

 

C. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah merupakan bagian yang di awali 

dengan pembatasan masalah apa saja, dari keseluruhan masalah 

yang didefinisikan di bagian latar belakang. Untuk menjaga agar 

pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penulis hanya akan 

membatasi penelitian ini pada pembahasan mengenai : 

1. Bank yang dibahas hanya lingkup Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Metro Madani KC Jatimulyo. 

2. Akad yang dianalisis hanya akad yang digunakan untuk produk 

pembiayaan Griya Madani Renovasi Rumah. 

3. Penelitian ini hanya fokus pada akad murabahah bil wakalah 

yang ditinjau berdasarkan teori yang terdapat pada Fatwa DSN-

MUI No.04/DSN-MUI/I/2000.  

 

D. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana penerapan akad hybrid contract 

murabahah bil wakalah ditinjau dari fatwa DSN-MUI No. 

04/DSN-MUI/I/2000 pada produk pembiayaan Griya Madani 

(Renovasi Rumah) pada PT BPR Syariah Metro Madani KC 

Jatimulyo.  
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan sistem akad hybrid contract murabahah 

bil wakalah pada Pembiayaan Griya Madani menurut kajian 

fatwa DSN MUI pada BPR Syariah Metro Madani KC 

Jatimulyo? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis sistem akad hybrid contract murabahah 

bil wakalah pada pembiayaan Griya Madani (Renovasi 

Rumah) ditinjau dari fatwa DSN MUI yang diterapkan di BPR 

Syariah Metro Madani KC Jatimulyo. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang dapat 

diperoleh adalah sebagai berikut :  

1. Secara teoritis penelitian ini diinginkan mampu memberikan 

hazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perbankan 

tentang operasional akad murabahah bil wakalah pada 

pembiayaan Griya Madani di BPR Syariah Metro Madani KC 

Jatimulyo dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI  

2. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan masyarakat dan memberikan informasi yang akurat 

serta dapat memberikan konstriusi berupa buku rujukan yang 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

dikemudian hari 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan menjaga 

keorisinilan skripsi ini sehingga tidak terjadi persamaan dengan 

penelitian yang lain, maka penulis akan menjelaskan penelitian-
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penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan murabahah bil 

wakalah sebagai berikut : 

1. Jurnal Ilmiah Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, Volume VI, Nomor 2 Tahun 2019 yang ditulis 

oleh Windi Maulidina Lestari dan Aliyudin dengan judul 

“Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada 

Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro 

IB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya”. Dalam jurnal ini 

menyimpulkan bahwa tinjauan fatwa DSN MUI mengenai 

pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan KUR di Bank 

BRI Syariah KCP Majalaya ini belum sepenuhnya sesuai 

dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/2000 tentang murabahah 

karena terdapat perbedaan antara pelaksanaan dengan fatwa 

pada ketetapan pertama point 9, yaitu jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pada 

pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan 

setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Kemudian 

terkait dengan akad wakalah Bank BRI Syariah berpedoman 

pada Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

deksriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan atau 

menggambarkan pelaksanaan akad murabahah bil wakalah 

pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro 

iB di Bank BRI syariah KCP Majalaya berdasarkan fakta-

fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.
20

 

2. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor, 

Volume 4 Nomor 2 tahun 2020 yang ditulis oleh Fitri Nurul 

Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim dan, Santi Lisnawati 

dengan judul “Analisis Implementai Akad Hybrid Contract 

Murabahah bil Wakalah di Bank BJB Syariah KC Bogor 

Jabar”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam 

implementasinya Bank BJB Syariah Cabang Bogor melalui 

                                                             
20 Windi Maulidina eLestari and A Aliyudin, ‗Pelaksanaan Akad 

Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Mikro IB di Bank BRI Syariah KCP Majalaya‘, Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi 

Syariah, 6.2 (2019), 179–90, https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9648. 

https://doi.org/10.15575/am.v6i2.9648


15 
 

 
 

pembiayaan konsumtif menggunakan akad murabahah bil 

wakalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor. 

04/DSN-MUI/IV/2000. Karena akad pertama yang digunakan 

adalah akad wakalah, setelah akad wakalah berakhir kemudian 

dilanjutkan dengan akad jual beli murabahah. Kelebihan 

pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank BJB Syariah yaitu 

memudahkan dalam proses pembiayaan, lebih fleksibel dalam 

kebutuhan pembiayaan saat ini yang membutuhkan dua akad 

dalam satu transaksi dan lebih minim risiko. Sedangkan 

kelemahan yang sering terjadi pada akad murabahah bil 

wakalah di Bank BJB Syariah ini adalah sering terjadi 

penyalahgunaan dana oleh nasabah seperti pembelian barang 

yang tidak sesuai dengan RAB yang telah disepakati oleh bank 

dan nasabah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa 

dokumentasi dan hasil wawancara dengan staff acount officer 

Bank BJB Syariah Cabang Bogor.
21  

3. Jurnal Imliah Mahasiswa UIN Sunan Ampel, Volume 9, 

Nomor 1, Tahun 2019 yang ditulis oleh Ika Evarianti, Atika 

Fissilmi Kaffah, dan, Alfa Nihayatun Ni’mah dengan judul 

“Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA 

Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme murabahah bil 

wakalah ditinjau dari kaidah fikih ekonomi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi pustaka (research library) dan 

wawancara mendalam (in dept interview) serta deskriptif 

analisis hukum. Hasilnya, bahwa akad murabahah bil wakalah 

ini juga menghilangkan mudharat yaitu menggantikan sistem 

riba di bank konvensional. Adanya wakalah pada akad 

murabahah sebagai penerapan kaidah fikih ekonomi: al-takhfif 

wa taysir la tashdid wa al-ta‟sir. Pada pelaksanaan pelaksanaan 

                                                             
21 Fitri Nurul Fauziah, Ahmad Mulyadi Kosim, and Santi Lisnawati, 

‗Analisis Implementasi Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah Di Bank 
BJB Syariah Kc Bogor Jabar‘, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 

4.2 (2021), 138–49. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis 4 no. 2 (2021): 

149-160, https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.532. 

https://doi.org/10.47467/elmal.v4i2.532
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wakalah apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat 

pembelian barang, maka tanggung jawab penuh diberikan 

kepada pihak wakil (pembeli).
22

 

4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universita Malikussaleh, Volume 

8, Nomor 1, Tahun 2020 yang ditulis oleh Zulfiyanda, Faisal 

dan Manfarisah dengan judul “Akad Pembiayaan 

Murabahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

Syariah Lhokseumawe”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil 

wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. 

Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain 

itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad 

pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya 

penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT Bank Rakyat 

Syariah Cabang Lhoseumawe. Dalam jurnal ini menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah 

yang dilakukan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe tidak sah dan batal 

demi hukum, karena dalam pelaksanaannya Unit Mikro Syariah 

di PT. BRI Syariah Cabang Lhokseumawe mengadakan akad 

murabahah sebelum barang dibeli oleh nasabah sebagai wakil 

dari bank dan barang secara prinsip belum menjadi milik bank. 

Kesalahan prosedur tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya 

prinsip jual beli murabahah berdasarkan syariah, dan 

pembiayaan yang dilaksanakan tersebut termasuk kategori 

pinjaman biasa (kredit) dengan tambahan keuntungan dan hal 

ini termasuk riba. Akibatnya, PT. BRI Syariah Cabang 

Lhokseumawe dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan 

Undang-undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia 

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
23

 

                                                             
22 Ika Evarianti, Atika Fissilmi Kaffah, and Alfa Nihayatun Ni‘mah, 

―Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMS Uinsa Perspektif Kaidah Fikih 

Ekonomi,‖ EL-Qist 9, no. 1 (2019): 58–69, 

http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224. 
23 Zulfiyanda, Faisal, and Manfarisah, ―Akad Pembiayaan Murabahah Bil 

Wakalah,‖ Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, 8, no. 1 (2020): 12–

28, https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485. 

https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485
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5. Jurnal Ilmiah Mahasiswa University Of Darussalam 

Gontor, Volume 5, Nomor 1, yang ditulis oleh Mohammad 

Ghozali, Abdul Hafidz Zeid, dan Roifatu Syauqoti dengan 

judul “Hybrid Contract On Islamic Mortgages Product 

Using Murabahah Agreement (Bank Syariah Mandiri 

Ponorogo)”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 

penggabungan akad wakalah dan murabahah pada produk 

KPRS di Bank Syariah Mandiri tidak melanggar syariat islam 

karena tidak ada larangan penggabungan kedua perjanjian 

tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 

tentang murabahah memungkinkan adanya perwakilan dalam 

penjualan murabahah. Selain itu, menurut fuqaha (ahli hukum 

Islam), akad wakalah tidak termasuk dalam enam akad yang 

tidak dapat digabungkan dengan akad jual beli. Wakalah juga 

merupakan hilah/alat untuk memudahkan nasabah dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kepemilikan rumah dan mengurangi 

risiko pengembalian bank. Oleh karena itu, penggabungan 

wakalah dan murabahah bukanlah bagian dari larangan karena 

menimbulkan maslahah (kebaikan) bagi nasabah maupun bank.  

Dari beberapa penelitian yang diuraikan penulis di atas, 

dapat dilihat letak perbedaan yang dilakukan oleh penulis saat 

ini. Perbedaan masing-masing dapat dilihat dari tempat 

penelitiannya. Titik fokus yang dilakukan peneliti sebelumnya 

juga berbeda dengan titik fokus yang dilakukan oleh peneliti 

saat ini. Penelitian sebelumnya memfokuskan penelitian pada 

penerapan akad wakalah dalam produk murabahah serta 

bagaimana pandangan hukum islam terhadap akad wakalah 

dalam produk murabahah, apakah dengan penerapan akad 

wakalah dalam produk murabahah dapat mengurangi 

kesyariahan produk murabahah. Selain itu titik fokus penelitian 

yang selanjutnya fokus pada penerapan akad murabahah bil 

wakalah dalam pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada 

bank Bank BRI Syariah KCP Malajaya.   

Sedangkan penulis saat ini menambahkan tinjauan 

berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor. 04/DSN-MUI/IV/2000 

dan lebih terfokus pada pengimplemtasian hybrid contract pada 
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pembiayaan murabahah bil wakalah di PT BPR Syariah Metro 

Madani Kantor Cabang Jatimulyo. Apakah penerapan akad pada 

pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dengan 

menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Jadi, 

Perbedaan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu 

dengan peneliti sekarang sangatlah jelas perbedaannya, mulai 

dari Lokasi/tempat penelitian, fokus penelitian, serta 

penambahan tinjauan berdasarkan fatwa DSN MUI. 

 

I. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang tidak menggunakan perhitungan secara 

sistematis dan statistik, melainkan menekankan pada penelitian 

yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat 

dicapai menggunakan cara-cara statistik. Penelitian kualitatif 

merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah 

daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.
24

 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan 

penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya 

izin penelitian pada tanggal 06 Juni 2022. Pada tanggal 11 

Juni 2022 penulis kemudian melakukan wawancara 

penelitian, dan kuesioner terhadap nasabah dengan 

mendatangi rumah nasabah satu-persatu bersama dengan di 

dampingi seorang karyawan dalam kurun waktu kurang 

lebih 1 bulan. 

 

b. Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di PT BPRS 

Metro Madani KC Jatimulyo yang beralamat di Jl Senopati 

No. 99 Jatimulyo, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan, 

                                                             
24 Sandu Siyoto And Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28. 
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Lampung, adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena 

di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo banyak nasabah 

yang tertarik menggunakan pembiayaan Griya Madani 

(Renovasi Rumah) sesuai dengan masalah yang di teliti 

penulis. 

 

2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dimana penelitian ini menggunakan pendekatan iduktif, 

dengan penyajian empirik hasil pengamatan melalui paparan 

naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan 

melalui angka atau bilangan (numerik).
25

 Hasil penelitian 

kualitatif disajikan dalam bentuk deskripti naratif.
26. Jenis 

pendekatan ini adalah deskriptif. Dengan menggunakan 

penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang 

latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, 

individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.
27

 

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, pendekatan 

deksriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang 

diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta 

atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data 

yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) 

tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, 

melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti 

lebih dari sekedar angka atau frekuensi.
28

 Penulis 

mengadakan penelitian dengan cara melihat kemudian 

menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan 

mengumpulkan data-data dan informasi tentang penerapan 

akad hybrid contract murabahah bil wakalah pada 

                                                             
25 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada), 3. 
26 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali 

Press, 2001), 1. 
27 Suyud Arif Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, ―Analisis 

Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer 
Property Syariah Bogor),‖ Jurnal Ekonomi Islam Vol 9, No 1 Mei 2018, 7. 

28 Ezmir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 

17. 
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pembiayaan Griya Madani di BPR Syariah Metro Madani 

KC Jatimulyo. 

3. Sumber Data 

Sumber data yang Sumber data dalam penelitian ini 

berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini 

dapat berupa opini objek (orang) secara individual dan 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian, 

atau kegiatan dan hasil pengujian.
29

 Untuk mendapatkan data 

primer ini penulis berkomunikasi langsung dengan beberapa 

orang dari pihak bank. Dalam hal ini penulis mendapatkan 

data primer dari lapangan, yaitu pihak-pihak yang terkait di 

PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo seperti 

staf/karyawan bagian pembiayaan berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

 Sedangkan data sekunder adalah data pelengkap yang 

dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah 

sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis 

yang dapat terdiri atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan 

dokumen resmi.
30

 Data sekunder ini dapat menjadi bahan 

pelengkap bagi penulis untuk membuktikan penelitiannya 

menjadi lebih valid, sehingga membantu penulis untuk 

memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan baik.  

 

4. Bahan dan Materi Penelitian  

a. Populasi 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan 

istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “sosial 

situation” atau situasi sosial terdiri atas tiga elemen 

                                                             
29 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian Dan Study Kasus (Sidoarjo: 

CV. Citra Media, 2003), 57. 
30 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosda 

Karya, 2002), 159. 
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yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis.
31

 Populasi 

dalam penelitian ini sebanyak 164 orang dengan rincian 

jumlah staf/karyawan PT BPRS Metro Madani KC 

Jatimulyo 9 orang dan jumlah nasabah aktif murabahah 

155 orang. 

b. Sampel 

Dalam penelitian ini, sumber data menggunakan 

sampel purposif (purposive sample) yang memfokuskan 

pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus 

untuk studi yang bersifat mendalam
32

  

Maka data yang diperlukan untuk mengetahui 

bagaimanakah penerapan sistem akad hybrid contract 

murabahah bil wakalah dalam pembiayaan griya madani 

adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara, 

kuesioner, observasi maupun studi dokumentasi sumber 

data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.  

Berdasarkan jenis data yang diperlukan, maka dalam 

penelitian ini, yang dijadikan partisipan oleh peneliti 

adalah sekelompok objek yang yang bentuknya dapat 

berupa manusia, benda-benda, dokumen-dokumen dan 

sebagainya. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini, kriteria yang diinginkan 

oleh penulis yaitu merupakan staff/karyawan atau 

nasabah PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo, 

staff/karyawan yang bersentuhan langsung dengan 

nasabah dalam pembiayaan Griya madani diantaranya 

yaitu Kepala Cabang Metro Madani, Bagian Divisi 

Admin-Legal yang melakukan akad dengan nasabah, dan 

Bagian Divisi Marketing yang memasarkan produk Griya 

Madani serta nasabah pembiayaan murabahah  terkhusus 

Griya Madani (Renovasi Rumah).  

Sampel dalam penelitian ini berpedoman pada 

pendapat Suharsimi Arikunto yang menyebutkan, apabila 

                                                             
31 Sugiyono.….215 
32 Sugiyono. 
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subjek penelitian jumlahnya kurang dari 100 lebih baik 

diambil semua, sehingga penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian populasi, selanjutnya apabila 

jumlah subjek besar maka dapat diambil antara 10-15% 

atau 20-25% atau lebih, sesuai kemampuan penulis
33

 

Penulis akan mengambil sebanyak 10% dari 

populasi yang ada : 

n = N x e 

Keterangan : 

n = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 

e = Standar eror (10%) 

Maka, yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

n = 164 x (10%) 

n = 16,4 atau 16 orang 

 

Berdasarkan rumus diatas, dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 16 orang, termasuk nasabah dan staff/karyawan 

serta melakukan wawancara pada staf/karyawan PT 

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis-jenis 

data untuk dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban atau 

memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu 

objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak 

                                                             
33 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rieneka Cipta, 1993), 

112. 
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langsung untuk memperoleh data yang harus 

dikumpulkan dalam penelitian.
34

 

b. Wawancara 

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam 

hal ini narasumber dalam penelitian ini adalah pihak 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mengetahui serta 

profesional mengenai hal yang diteliti. Penggunaan 

metode wawancara diharapkan mampu mengungkapkan 

data-data atau informasi yang mendalam. 

c. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data atau 

informasi melalui komunikasi tidak langsung yaitu 

tulisan. Survey dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan kuesioner kepada responden yaitu nasabah 

yang melakukan pembiayaan griya madani pembelian 

rumah di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo 

sejumlah 13 orang, dan staff/karyawan sejumlah 3 orang. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisikan data, memilah-milahnya 

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari 

dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain
35

 

7. Uji Keabsahan Data 

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah 

                                                             
34 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif 

(Yogyakarta: Erlangga, 2013), 105. 
35 Lexy J Moleong, Op.cit., 248. 
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metode sintesa data terhadap kebenaran tentang keabsahan 

datanya dengan cara memanfaatkan sesuatu data yang lain, 

untuk digunakan dalam pengecekan data, data yang 

dinyatakan valid akan memberikan keyakinan terhadap 

peneliti tentang keabsahan datanya, sehingga tidak 

diragukan dalam pengambilan kesimpulan penelitian yang 

dilakukan. 

Dalam memberikan keyakinan, penulis menggunakan 

langkah triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan 

proses uji keabsahan data dengan memverifikasi data 

penelitian yang telah diperoleh dari sumber yang berbeda. 

Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan pada 

peneliti bahwa data tersebut sah dan layak untuk menjadi 

data penelitian yang akan dianalisis. Cara memperoleh 

datanya yaitu dengan melakukan wawancara atau 

mengkonfirmasi sumber atau pihak yang berbeda. Misalnya, 

peneliti memperoleh data dari hasil kuesioner dengan 

staff/karyawan, kemudian pada nasabah PT BPRS Metro 

Madani KC Jatimulyo 

 

J. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Jatimulyo 

Pembiayaan Griya Madani (Renovasi Rumah) 

Penerapan Akad Hybrid Contract Murabahah Bil Wakalah 

Pada Pembiayaan Griya Madani  

Mengetahui apakah penerapan akad hybrid contract 

murabahah bil wakalah sudah sesuai dengan fatwa 

DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. 
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Gambar 2.1 

Kerangka berpikir dari penelitian ini dimulai dengan 

penggalian informasi tentang penerapan produk pembiayaan 

Griya Madani (Renovasi Rumah) dengan akad hybrid contract 

murabahah bil wakalah. Kemudian mendeskripsikan penerapan 

produk pembiayaan Griya Madani dengan akad murabahah bil 

wakalah. Penerapan tersebut yang akan menjadi acuan daftar 

pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai sumber informasi 

utama dari penelitian ini.  

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian diolah 

dengan metode kualitatif yaitu didapat penulis dari data serta 

memanfaatkan teori yang ada mengenai implementasi akad 

hybrid contract murabahah bil wakalah pada pembiayaan 

sebagai bahan penjelas dan dengan pendekatan deskriptif yaitu 

prosedur pemecahan massalah dengan cara menggambarkan 

penerapakan akad hybrid contract murabahah bil wakalah pada 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani berdasarkan 

fakta-fakta. 

 

K. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna 

mempermudah penulisan skripsi. Sistematika penulisan skripsi 

ini disusun dalam lima bab, dimana setiap bab terdiri dari 

beberapa sub bab. Sistematika penulisan merupakan uraian secara 

garis besar mengenai hal-hal pokok yang akan dibahas, untuk 

mempermudah dalam memahami dan melihat hubungan antara 

bab satu dengan lainnya, maka disusun sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdapat 11 sub-bab yang didalamnya terdiri 

dari penegasan judul, latar belakang masalah, batasan penelitian, 

fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, kerangka berpikir dan sistematika pembahasan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab dikemukakan landasan teori yang didalamnya 

menjelaskan berkaitan dengan pembahasan teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar dari penelitian dan kerangka berfikir 

penelitian.  

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum 

objek penelitian, penyajian fakta dan data penelitian yang 

diperoleh pada saat penelitian dalam hal ini adalah mengenai 

penerapan akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan griya 

madani di PT BPRS Metro Madani KC Jatimulyo. 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab ini dikemukakan mengenai analisis data 

penelitian, dan temuan penelitian yang diperoleh pada saat 

penelitian baik melalui wawancara dengan pihak bank dan juga 

kuesioner kepada nasabah. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini terdapat 2 sub-bab yang terdiri dari 

kesimpulan dan rekomendasi. Simpulan dalam penelitian ini 

berisi pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian 

berdasarkan pada analisis data dan temuan penelitian. 

Rekomendasi dalam penelitian ini mengemukakan rekomendasi 

tentang perlunya penelitian lanjutan dan implementasi temuan 

penelitian tersebut dalam pemecahan masalah praktis  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data 

mengenai penerapan sistem akad hybrid contract murabahah bil 

wakalah  pada pembiayaan Griya Madani ditinjau dari fatwa 

DSN/No.04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Pada PT BPRS Metro 

Madani Kantor Cabang Jatimulyo), maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

Berdasarkan tinjauan dari Fatwa DSN-MUI Nomor. 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah bait pertama pada poin 

kesembilan yang menjelaskan bahwa “Jika bank hendak 

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak 

ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang 

secara prinsip menjadi milik bank”. Dalam penerapannya PT 

BPRS Metro Madani KC Jatimulyo melalui pembiayaan Griya 

Madani menggunakan sistem akad hybrid contract murabahah bil 

wakalah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN-

MUI/IV/2000. Karena akad pertama yang digunakan adalah akad 

wakalah, setelah akad wakalah berakhir kemudian dilanjutkan 

dengan akad jual beli murabahah.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

maka terdapat beberapa saran, sebagai berikut : 

1. Akad murabahah bil wakalah merupakan pembiayaan terbesar 

dan menjadi akad utama dalam usaha perbankan syariah maka 

sudah seharusnya akad ini dilakukan dengan mengikuti 

ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. 
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2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelirian dengan tema yang sama maka harus melakukan 

penelitian yang lebih mendalam dan hasil yang berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. 

 

Penulis menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna dan memiliki banyak keterbatasan dalam pengumpulan 

sumber dan analisis. Hal tersebut disebabkan karena masih 

terbatasnya kemampuan peneliti. Oleh karena itu, penulis sangat 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna 

memperbaiki penelitian ini. Penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
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